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I(ABUPATEN SEMM. BAGIAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,
I

bahwa dalam rangka kelancaran pelaksarraarr pemilukada Kabupaten
seram Bagian Timur Tahun 201.5, pt.:rlu cjilakukan pengeluaran
anggaran mendahului Perubahan ApgD Kilbupaten ser.anr- Bagian
Timur Tahun Anggaran 2015.

L:erdasarkan Keputusan Dewan perrryakilan Rakyat Daerah Kabupaten
seram Bagian Timur Nomor : 03 Tahun 2015 tentang persetujuan
Perretapan Dana segra Mendahurui APBD perubahan Tafiun Angglran
2015 Dalam Pelaksanaan pemilihan Bupati dan wakil Bupari
Tahun 2015

baltwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, dan huruf b, perlu ditetapkan clengan peraturan Bupati.

Undang'Undang Nomor 28 Tahun i999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambalran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nonror 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan
Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara
tlepublik Indonesia Tahurr 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

Undang-Undang Nonror 1 l'ahun 2004 tentang Perberrdairaraan
Nugara (Lembaran Negara Republil< Indonesia Tahun 2004 t'lcmor 5,
l'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4355);

lJnctang-undang Nonror i5 Tahun 2004 tentang perneriksaan dan
l-anggungjawab Keuangarr Negara (Lembaran Negara RepuLrlik
Irrclonesia Tahun 2004 Nonror 60, Tambahan Lembaran IrJegara
Ik,publik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor tZs,
l-;rrnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali dir-rbalr terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 32 -fahun 2004 (Lembaran Negara Repubtik
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7. Undang-Urdang Nornoi' 33 Tahun 2@4 tentang Paimbangan Keuangan

anbra Pemerinbh Prsat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aa38);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah (l-embaran Negara Repubtik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara

Repubtik Indonesia Nomor aA27);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4L, Tambahan
Lenrbaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor Sb tahun 2005 tentang Pengelolaan

Kerrangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4s7B);

Peraturan Pemerintah Nomor I Tatrurr 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansl Pemerinta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nonror 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nonror 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barangfiasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Norrror 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturarr Mentari Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pertrb;rhan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Perrgelolaan Keuangan Daerah;

14 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l5 Tahun 2006 tentang Jenis
dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok. Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009
Nomor 53,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian
Tinrur Nomor 49);

M E M U T U S K A N:

PERATUMN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PENGGUNAAN
ANGGAMN MENDAHULUI PENTTAPAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BEI.ANJA DAEMH MBUPATEN SERAM BAGIAN
TlMUR TAHUN ANGGARAN 2015.
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Menetapkan
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KETENTUAN. I-AIN"I3IN

Pasal 6;

Peraturan Bupati ini mulai berlaku Seyak tarrggal ditetapkan, agar setiap
orang dapat mengetahuinya, nremerintatlkan perundangan per:aturan
ini dengan ,Ineo€rnpatkannya clalam tserita Daerah Kabupaten
Seram Bagian Jlimur.
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ditetapkah cli iJula

Diundangkan di Bula. ..

Pada tanggat 21 Mei 2015.

AIEN SERAMJiAGIAN TIMUR,

F MAKM.UR, M.Si.

I]ERITA DAEMH I(ABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR

al 2l Mer 2015


